BAB I

Tentang Respon, Peraturan Pengelolaan Hutan dan Konsep Hukum Islam

A. Tentang Respon
1. Pengertian Respon
Dalam istilah psikologi, respon dikenal dengan esos
memunculkan dan membayangkan kembali gambaran p@sgamatan.
Respon bias diidentifikasi sebagai gambaran ingaan pengamatan
(Kartono, 1996: 58). Sedangkan pendapat lain makgat bahwa
gambaran ingatan dan pengamatan yang mana objektgkh diamati
tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengan{@tamadi, 1992: 64).
Berdasarkan pendapat tersebut jelaslah bahwa itesgacespon itu harus
melalui pengamatan terlebih dahulu.
2. Proses Terjadinya Respon
Dalam hal ini ada beberapa gejala terjadinya respurai dari
yang paling berperaga dengan berpangkal pada petgansampai ke
yang paling tidak berperaga yaitu berfikir. Gejedesebut adalah sebagai
berikut (Suryasubrata, 1993: 38):
a. Pengamatan, yakni kesan-kesan yang diterima sewadtangsan
mengenai indera dan perangsangnya masih ada. Patagarmi
adalah produk dari kesadaran dan pikiran yang nadeup abstraksi

yang dikeluarkan dari arus kesadaran.
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b. Bayangan pengiring, yaitu bayangan yang timbullzletkita melihat
sesuatu warna, bayangan pengiring itu terbagi rdemjaa macam,
yaitu bayangan pengiring positif yakni bayangang@my yang sama
dengan warna objeknya, serta bayangan pengiringtihegdalah
bayangan pengiring yang tidak sama dengan warnakmoyg,
melainkan seperti warna komplemen dari warna objek.

c. Bayangan editik, yakni bayangan yang sangat jelas Hidup

sehingga menyerupai pengamatan.

Respon, yakni bayangan yang menjadi kesan dihasitiari
pengamatan. Respon diperoleh dari penginderaan prgamatan.
Pengertian, menurut Ahmadi (1992: 162) adalah hbsiffikir yang
merupakan rangkuman sifat-sifat pokok dari suatarmatau kenyataan
yang dinyatakan dalam suatu perkataan.

Jadi proses terjadinya respon adalah pertama-tandera
mengamati objek tertentu, setelah itu muncul bagangengiring yang
berlangsung sengat singkat sesaat sesudah pergnbedalu. Setelah
bayangan perangsang muncul kemudian muncul bayapgengsang.

Setelah itu muncul tanggapan dan kemudian pengertia

. Macam Respon

Kenangan atau kesan-kesan pengamatan dapat mdkamgbakas
yang dalam, hal-hal tertentu dapat digambarkan kdirmbbagai gambaran
ingatan atau tanggapan. Untuk mempermudah dalamah@em respon

perlu dikemukakan jenis atau macam-macam respospdRe menurut
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Ahmadi (1993: 64) disebut laten (tersembunyi, beterangkap), apabila
respon itu berada dibawah sadar atau tidak kitarsaedangkan respon
disebut aktual apabila respon tersebut kita satkaspon yang muncul
kedalam kesadaran, dapat memperoleh dukungan at@ngan dari
resppon lain. Dukungan terhadap respon akan metkarbuasa senang.
Sebaliknya respon yang mendapat rintangan akannmbefian rasa tidak
senang, penjelasan tersebut menunjukkan bahwaatodicespin terdiri
dari respon yang positif kecenderungan tindakareyalah mendekati,
menyukai, menyenangi, dan mengharapkan suatu dbgeglangkan respon
yang negatif kecenderungan tindakannya menjauhipghadari dan
memberi objek tertentu.

Respon masyarakat Samin yang menjadi objek peneiiti jelas
bahwa apa yang dirasakan indera meraka dan diolghtmereka dalam
kesehariannya tentang peraturan pemerintah tergangelolaan hutan.
Tanggapan mereka terhadap peraturan pengelolaam lotalah wujud
dari respon masyarakat Samin Klopoduwur, respaebert dapat berupa
tindakan atau ungkapan mereka yang telah disampaikala waktu

wawancara terhadap peneliti.

B. Pengelolaan Hutan Dalam Per spektif Peraturan Pengelolaan Hutan

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Hutan

a. Pengertian Pengelolaan Hutan
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b.

Pengelolaan Hutan adalah suatu bentuk kegiatanaugahg
dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutanhdaii hutan
menurut perundang-undangan. Bentuk pengelolaann hdibagi
menjadi dua bagian yaitu :

1) Pengelolaan hutan negara yaitu suatu bentuk kegis@ha yang
dilaksanakan pemerintah atau badan hukum yangjualtutalam
rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutaktawasan
hutan negara berdasarkan perundang-undangan ydakube

2) Pengelolaan hutan rakyat yaitu suatu bentuk kegiasaha yang
dilakukan orang atau badan hukum dalam rangka mexebe
manfaat hutan dan hasil hutan di atas tanah nigilk hak lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangkigdain,
1995: 2)

Asas-asas Pengelolaan Hutan

Sendi pelaksanaan pengelolaan hutan dideklarakiatalam

3 (tiga) asas pokok baik bersumber dari perundamigsugan nasional

maupun bersumber dari konvensi Internasional yargragkan.

Ketiga aspek penting dalam rangka pemanfaatan laatalah :

1) Asas kesejahteraan sosial

Asas kesejahteraan sosial adalah asas keutamaan yan

menitikberatkan perhatian kepada realitas kesepdedisektor

kehidupan masyarakat bawah. Dalam pengelolaan hutan

penduduk asli dan anggota masyarakat yang bermdkitalam
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2)

3)

dan di sekitar hutan memiliki peranan penting untulestarikan
hutan. Mereka mempunyai pengetahuan, pengalamata ser
kebiasaan tradisional yang bermanfaat bagi peragoldan
pelestarian hutan, mereka harus diberi peranan kuntu
berpartisipasi aktif. Mereka berhak untuk mendagatisuatu
kehidupan yang baik dan produktif serta harmonisigda
lingkungan pemukiman. Salah satu upaya dilakuk#é&amuaangka
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa laadalah
upaya peningkatan kesadaran sosial dan berpasiisipalalui
kegiatan penyuluhan.
Asas kewenangan ekonomi

Asas kewenangan ekonomi adalah suatu prinsip
pengelolaan hutan yang berorientasi kepada peroleba dalam
rangka peningkatan pendapatan dan kemajuan usahmsiF
utama hutan produksi adalah untuk dikelola dan dfestkan
secara optimal sebagai satu sumber pendapatanandgém
rangka peningkatan perekonomian nasional.
Asas kelestarian lingkungan

Asas kelestarian lingkungan adalah prinsip pengeatol
hutan yang beroreantasi kepada usaha pemanfaaiam $ecara
lestari dengan sulvikultur.  Sistem sulvikultur  adal proses

penanaman, pemeliharaan, penebangan tegakan huitaik u
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menghasilkan produksi kayu/hasil hutan kayu dalaemtuk
tertentu (Zein, 1995: 5-7).

Menurut undang-undang Nomor 41 tahun 1999, asa&s-asa

pengelolaan hutan adalah :

a)

b)

d)

Asas manfaat dan lestari, dimaksudkan agar seteakganaan
penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbamiga
kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, skdaomi.

Asas kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar apseti
penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peludary
kesempatan yang sama kepada semua warga negaaa desgan
kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemaknsetaruh
rakyat. Oleh karena itu dalam pemberian wewenantggielaan
atau izin pemanfatan hutan harus dicegah terjadipyaktik
monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Asas kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyal@agg
kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingjgdin te
keterkaitan dan saling ketergantungan secara $neagtara
masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS
Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha keaiengah dan
koperasi.

Asas  keterbukaan, dimaksudkan agar setiap kegiatan
penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyard&n

memperhatikan aspirasi masyarakat.
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e) Asas keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penygelsEn
kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memii@rnat
kepentingan nasional, sektor lain dan masyaraketgmst.

Di samping asas yang dikemukakan diatas dikena pgas lain
yang berlaku secara internasional, yaitu asadabellingdan azaz hutan
berkelanjutan.

1) Asasecolabellingadalah asas dimana semua kayo tropis yang dijual
harus berasal dari hutan lestari melalui mekaniset@belan.

2) Asas hutan berkelanjutarsustainable forreytadalah asas dimana
setiap negara dapat mengelola secara berkelargatameningkatkan
kerjasama intemasional dalam pelestarian hutan pganbangunan
berkelanjutan (Salim, 2003: 9-11).

3) Jenis Aturan Pengelolaan Hutan

Jenis pengelolaan hutan dan hasil hutan di kawhstan negara
dapat dibedakan dari pembagian fungsi hutan masegjng disetiap
kawasan hutan: (a) Kawasan Hutan Lindung, (b) Kawa$utan Produksi
(c) Kawasan Hutan Konservasi Zein, 1995: 19).

1) Pengelolaan Hutan Produksi

Pengertian hutan produksi adalah suatu wilayah nhytng
diperuntukan untuk tujuan produksi guna memenuhbukehan
masyarakat secara umum dan hasil hutan untuk kepgant
pembangunan, industri dan ekspor. Pengelolaany lutaluksi diatur

secara efektif berdasarkan pertimbangan kemampuaan hyang
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2)

dapat memberikan hasil kayu dan hasil hutan lainfiRglaksanaan
pemberian izin diatur sedemikian rupa sehingga tdapdangsung
secara alami.

Oleh karena itu keterlibatan pihak swasta di dgtemgelolaan
hutan produksi selain faktor adanya kemampuan iasepermodalan
yang dimiliki juga faktor mental ketaatan terhadagpran hukum
pengelolaan hutan adalah faktor terpenting dalatakpanaannya.
Kehadiran pihak swasta sebagai patner pemerintahdalam
melakukan pemanfaatan hutan telah diisyaratkanndalindang-
undang Nomor 41 tahun 1999 sepanjang menguntungieda tetap
dimungkinkan pemberian izin pemanfaatan hasil husaibagaimana
diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2), (3),dan (4).

Adapun tujuan pemanfaatan hutan adalah untuk mereber
manfaat yang optimal bagi kesejahteraan selurutyanalsat secara
berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariaaneyés-j&nis usaha
pemanfaatan hasil hutan sesuai Pasal 33 ayat (Iputhekegiatan
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahametaasaran
hasil hutan.

Pengelolaan Hutan Lindung

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dimaksudkaak un
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutamaana&sy sekitar
hutan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakdt menjaga

dan meningkatkanfungsi hutan lindung sebagai amanatuk
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3)

mewujudkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungagi

generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa : (a) Pawauznf
kawasan (b) Pemanfaatan jasa lingkungan (c) Penamdpasil hutan
bukan kayu.

Pengelolaan Hutan Suaka Alam

Hutan suaka alam adalah kawasan hutan dikarenataaa&n
dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipénkan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipésekmsgejala dan
keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasitadnu
pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumaes@asarkan
fungsinya hutan suaka alam terdiri dari :

a) Cagar alam yaitu komponen hutan suaka alam yangilikiem
keadaan alam yang khas tumbuhan dan satwa yangehikgga
perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuaan
kebudayaan.

b) Suaka margasatwa yaitu komponen hutan suaka alamg ya
diperuntukkan sebagai wilayah perlindungan margasdangka
sehingga terhindar dari bahaya kepunahan.

Kawasan hutan suaka alam merupakan kawasan lingamg
lebih dikenal dan diperluas lagi sebagai komponan #awasan
pelestariaan alam sesudah berlakunya UU Nomor bintal®90

tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Eiersinya.
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4)

5)

Komponen di kawasan pelestarian alam terdiri dabagian yaitu
Taman Nasioanl, Tanaman Hutan Raya, Taman Wisaita Al
Labelisasi Hasil Hutan

Sistem labelisasi atau dikenal dengan istilabolabelling
memberikan tujuan penting agar :

a) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan tetap meatig@n
fungsi lingkungan hidup termasuk stabilitas pengzamadaerah
aliran sungai (DAS) dan konservasi biologis.

b) Produksi hasil-hasil hutan dapat dimanfaatkan seaarum dan
berkelanjutan.

Dengan sistem ecolabelling pada setiap produksi hasan
yang diekspor yang ditandai dengan adanya sesifikgang
diterbitkan oleh suatu lembaga gugus kendali mutwhaidap
bonafiditas ekspor hasil hutan negara (Zein, 133534).

Izin Pemanfaatan Hutan Menurut PP 34 tahun 200fangnTata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan HutaranRetan

Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) pemanfaatan hutanm lokevpgpa:

a) Pemanfatan kawasan pada hutan lindung

b) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi

c) Pemanfaatan hasil hutan kayu

d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
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Untuk dapat memanfaatkan hutan tersebut maka dizerlizin
usaha menurut Pasal 1 angka 10 izin pemanfaataam hetbagi
menjadi 4 macam yaitu :

a. lzin usaha pemanfaatan kawasan yaitu izin usahaamf@atkan
kawasan pada hutan lindung dan hutan produksi.kdangktu
yang diberikan adalah 5 tahun, sedangkan subyely yasa
memperoleh izin adalah perorangan dan koperasi.

b. lzin usaha pemanfatan jasa lingkungan yaitu izirahas
memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung ldaan
produksi. Jangka waktu yang diberikan adalah 1Ourtah
sedangkan subyek yang bisa memperoleh izin ad&ladrgngan,
kopersi, BUMN, BUMD, dan BUMS.

c. lzin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan at&anblayu
yang terdiri :

1) lzin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan at&anbu

kayu pada hutan alam. Sebelumnya izin usaha peatanfa

hasil hutan kayu (IJUPHHK) disebut sebagai Hak

Pengusahaan Hutan. Jangka waktu yang diberikaata8al
tahun. Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutarnamuk
kayu diberi jangka waktu 1 tahun untuk memanfaatian
Sedangkan subyek yang diberikan izin adalah pegaran

koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.
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2) lzin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bulkgo k
pada hutan tanaman. Jangka waktu yang diberikalalada
100 tahun sedangkan subyek yang diberikan izinaadal
perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.
Sebelumnya istilah izin usaha pemanfaatan hasilnhkayu
pada hutan tanaman disebut Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman (HPHT) atau hak pengusahaan hutan tanaman
industri (UPHTI) (Khakim, 2005: 43).

d. Izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukano kay

1) Izin pemungutan hasil hutan kayu, jangka waktu yang
diberikan adalah 1 tahun dengan luas 20 m3, sedangk
subyek yang dapat diberikan izin adalah perorandgm
koperasi.

2) lzin pemungutan hasil hutan bukan kayu, jangka wakt
yang diberikan adalah 1 tahun sebanyak 20 tonngida
subyek yang dapat diberikan izin adalah perorardgm
koperasi.

Izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi tidgbatda
dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis damberi izin
dan izin ini tidak merupakan hak kepemilikan ataw&san hutan.

Dalam Pasal 49, izin pemanfaatan hutan dapat menjad
hapus apabila :

a. Jangka waktu telah berakhir
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b. 1zin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi ydikgnakan
kepada pemegang izin

c. lzin diserahkan kembali oleh pemegang izin

d. Target volume atau berat yang diizinkan dalam izin
pemungutan hasil hutan telah terpenuhi.

Pemegang izin disamping diberikan hak pemanfaatga |
wajib bertanggungjawab atas segala macam ganggaen d
kerusakan terhadap hutan dan kawasan hutan yaagcayakan
kepadanya.

Ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam
pengelolaan hutan diatur dalam pasal 68 Undangngdtio. 41
tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkunganupid
yang dihasilkan hutan.

2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masyarakat dapat :

a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengetahui rencana peruntukkan hutan, pemanfaatan

hasil hutan, dan informasi kehutanan;

c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam

pembangunan kehutanan; dan
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3)

4)

d. Melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak
langsung.

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak meofgier

kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan

sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydaguwer

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena

hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibai da

adanya penetapan kawasan hutan sesuai denganuketent
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam pasal 69 diatur tentang kewajiban

masyarakat sebagai berikut :

1)

2)

Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelitdaa
menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyara&patd
meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan &epad
lembaga masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Memang kedudukannya selaku subyek hukum disamakan

dengan badan hukum akan tetapi aturan hukum pemgada

tentang pengelolaan hutan yang berlaku, tidak dikeb adanya

hak-hak pengusahaan bagi orang perorangan ters€bouali,
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C.

usaha pengelolaan hutan itu dilakukan sendiri sdoarkelompok

diatas tanahnya yang dibebani hak milik.
Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat dalam kegiatannya pemanfaatan
hutan, tanah dan air telah ditetapkan dalam UUPAwaahukum
agraria adalah hukum adat sepanjang tidak bertgatardengan
kepentingan nasional dan negara dan kenyataannysh nzala.
Berhubungan dengan hal tersebut dimasukkannya -hutiam yang
dikuasai oleh masyarakat hukum adat tersebut kedgl@ngertian
hutan negara tidakkah meniadakan hak-hak masyamakaim adat
yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untukdapatkan
manfaat dari hutan-hutan itu (Harsono, 2003: 20@nurut ketentuan
di dalam Pasal 67 UU Nomor 41 tahun 1999 besentgelasannya
diatur tentang keberadaan masyarakat hukum addahad&bagai
berikut :
1) Masyarakat masih dalam paguyuban
2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguadaamya
3) Adat wilayah hukum adat yang jelas
4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya pemaalilat yang
masih ditaati

5) Masih mengadakan pemanfaatan hasil hutan diwilalgatan

sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
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Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat fagaim
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentukiditaraDaerah.
Perda tersebut disusun dengan mempertimbangkahn pgexselitian
para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setedwattokoh
masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangketta instasi
terkait. Adapun hak-hak masyarakat hukum adat dgdangelolaan
kawasan hutan adalah:

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenukantkhan
sehari-hari.

b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasark&onmwadat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU.

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya.

Pada saat ini, kegiatan pengelolaan hutan oleh arasyt
hukum adat yang telah berjalan sesuai dengan pripshgelolaan
hutan adat yang telah berjalan sesuai dengan pripshgelolaan
hutan partisipasi antara lain:

Pengelolaan repong damar oleh masyarakat hukum didat
Krui, Propinsi Lampung;

a. Pengelolaan hutan oleh masyarakat Sembawang dm&adan
Barat, dimana masyarakat telah mengetahui batas-bek dan

kewajiban mereka terhadap tegakan hutan;
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b. Pengelolaan sarang burung walet di kawasan hutah ol
masyarakat hutan adat di Sumatera Utara dan SwarBéeat;

c. Pengelolaan wisata alam di TWA Sangeh oleh masgaedat di
sekitar kawasan taman wisata alam Sangeh Propaiis{Ryanto,
2004: 21).

Pemerintah dan organisasi konverensi harus memdatu
mendorong inisiatif konservasi masyarakat seterdpagan berbagai
cara, seperti membantu mendapatkan hak pemanféaiginlahan
tradisional, memperoleh informasi keahlian, maupuoremberi
bantuan dana untuk mengembangkan sarana penuhijaligal diatas
dapat dijadikan ilustrasi, bagaimana cara mengdtalaasan hutan
konvensional tanpa menghilangkan hak-hak masyasstatpat atau

adat.

3. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan hutan
Proses pembangungan masyarakat menurut ArtoAchdiy2@8)
dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pkatia:

a. Pendekatariop down,suatu pendekatan yang mengutamakan proses
pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan damtoring
sehingga evaluasi perubahan dalam pembangunantudtéen oleh
lembaga yang membuat program pembangunan itu. iBiagsembuat
program adalah lembaga pemerintah sedangkan wawdgsyanakat

tempat kegiatan pembangunan tidak turut serta disdggiatan tersebut.
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b.

Pendekatarbottom upadalah pendekatan yang mengutamakan atau
bertumpu pada masyarakat. Artinya proses pembu&&mnjakan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring sehingga asvaperubahan
ditentukan warga masyarakat.

Pendekatan partisipatif adalah suatu pendekatag gangutamakan
bahwa kegiatan pembangunan hanya dapat terlaklareemua pihak
dalam kegiatan pembangunan dapat terlibat secéifa@&lam hal ini
pemerintah, masyarakat, LSM, perusahaan swasteadeesama-sama
dan dalam kedudukan yang sejajar dan setara (Riy2004: 63-64).

Peran serta masyarakat meruapakan sarana untukapaericjuan

hukum. Wangert (1979) merinci persepsi tentangrzaraebagai berikut :

d.

e.

Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan
Peran serta masyarakat sebagai strategi

Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi
Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaigkesa

Peran serta masyarakat sebagai terapi (Riyantd, 5.

Dalam hubungan dengan paradigma baru dalam peagaldiutan, prinsip

dasar dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukah yasg harus

dikembangkan adalah:

a.

Prinsip co-ownershipyaitu kawasan hutan adalah milik bersama yang
harus dilindungi secara bersama-sama, untuk itunaehak masyarakat
di dalamnya yang harus diakui, namun perlindungahadap kawasan

hutan juga harus dilakukan bersama-sama.
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b. Prinsip co-operation/co-managemenyaitu bahwa azaz kepemilikan
bersama itu mengharuskan pengelolaan hutan untakudan bersama-
sama oleh seluruh komponen masyargktdkeholder)yang terdiri dari
atas pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaygamakast (LSM)
yang harus bekerja sama.

c. Prinsip co-responsibilityyaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi
tanggungjawab bersama, karena pengelolaan kawagan merupakan
tujuan bersama.

Ketiga prinsip tersebut diatas dilaksanakan setam@adu sehingga
fungsi kelestarian hutan dapat tercapai dengan batkdn peras serta
masyarakat secara aktif (Riyanto, 2004: 63-63).

Beberapa pokok pemikiran tentang hubungan timblk batan dan
masyarakat antara lain:

a. UUD 1945 sebagai landasan kontitusional mewajibkgar sumberdaya
alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmakgat.

b. Pembangunan kehutanan diupayakan agar dapat m&mbaranfaat bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan penaggnlakeaiskinan
antara lain dengan memperluas Kesempatan usahdapangan kerja
yang dicerminkan dengan memberikan peluang keikatse masyarakat
di dalam kawasan hutan dan sekitarnya. Setiap pegoiban kehutanan
direncanakan atas dasar perhitungan yang memparigRbn aspek
sosial, ekonomi, dan sosial budaya termasuk hak-hd&t/ ulayat

masyarakat setempat, yang didukung dengan pakeo¢ltgk tepat guna
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dan mampu memberikan lapangan kerja dan kesempataisaha bagi
masyarakat (Riyanto, 2004: 71).

Dalam Permen. P.01/Menhut.ll/2004 tentang PembastayMasyarakat
Setempat di Dalam Desa atau Sekitar Hutan DalamglarSosial

Forestri, maksud dan tujuan pemberdayaan masyasstaempat adalah
meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakam

pemanfaatan hutan dalam rangka sosial forestryarg@n tujuannya
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sateiap terwujudnya
pengelolaan hutan yang lestari (Awang, 2004: 122).

. Kehutanan Kemasyarakatabgmmunity Forestry)

Peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan tsanga
menentukan keberhasilan pembangunan kehutanan. iSaaterjadi
perubahan paradigma pada pengelolaan sumber degradaridata based
forest management (SBFMjenjadicommunity based forest management
(CBFM)yang disingkat kominity forestri.

Konsep comunityforestri mengandung dua gagasan pokok yaitu
komuniti dan forestri. Komuniti adalah sekelompok orang yang terikat
oleh satu aset kepercayaan, nilai-nilai, norma-mordan preferensi-
preferensi yang mengatur tindakan kolekfi@restri tidak lagi berkaitan
dengan masalah pohon saja, tetapi berkaitan dengzsalah rakyat.
Komuniti forestri secara nyata mewakili bentuk-héntpengelolaan

sumberdaya hutan oleh rakyatdegenous forest management systeam)
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bentuk-bentuk inisiatif pemerintah untuk melibatkaakyat dalam
pengelolaan sumberdaya hutan.

Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakatggdia
dalam Ahadi (1999), menyatakan pengelolaan sumpardiam berbasis
masyarakat adalah pengelolaan yang menjamin aksekamtrol terhadap
sumberdaya hutan untuk masyarakat yang hidup dindadan sekitar
hutan yang tergantung kepada sumber daya alanbtergena memenuhi
kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan spiritGammunity forsetryuga
sebagai program utama bagi petani dan buruh tani.

Ada 3 prinsip yang mendasaommunity forestry

a. Hak dan kewajiban yang terkait dengan sumber daganhharus jelas
aman dan permanen.

b. Hutan harus benar-benar dikelola sehingga terdaifsatmanfaat dan
nilai tambah dan sumberdaya hutan tersebut.

c. Sumberdaya hutan harus selalu dikondisikan dalaadden baik
sehingga menjamin keberadaannya dimasa yang akangd@Anum,
2002: 73).

Prinsip-prinsip untulcommunity forestryaitu :

a. Masyarakat lokal memiliki kewenangan untuk mengela@wasan dan
hasil hutan

b. Masyarakat lokal berperan serta dalam setiap tpagelolaan hutan.

c. Masyarakat lokal memperoleh kewenangan terbesar ldagiatan

pengelolaan hutan.
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d. Masyarakat lokal terbebas dari eksploitasi pasar wkanan pihak
luar(Anum, 2002: 74).

Beberapa bentukommunity forestkehutanan masyarakat) antara
lain hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan d&esemua program
tersebut dialamatkan untuk memecahkan masalah kieas penduduk
desa hutan sehingga diharapkan program tersebudt dapngurangi
kerusakan hutan (Awang, 2004: 107).

. Penyelenggar aan Hutan Kemasyar akatan

Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modddethartanan
masyarakat yang ditetapkan dengan SK Menteri KelantdNo. 31 tahun
2001 yang merupakan pengganti dari SK Menteri Kamar dan
Perkebunan Nomor 677/Kpts-11/1998 jo Keputusan MenKehutanan
dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-11/1999 tentang PReaet Hutan
Kemasyarakatan karena tidak sesuai lagi dengan WbhaX 41 tahun
1999 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kehutanan danrlu pe

disempurnakan.

a. Pengertian Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
Pengertian hutan kemasyarakatan adalah hutan ndgagan sistem
pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayaiasyarakat
pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayaiasyarakat
setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Pemngelohutan
dalam hal ini adalah bentuk kegiatan untuk mempérahanfaat

optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh arakgt dalam
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pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungamargaatan
hasil hutan kayu dan non kayu serta pemungutah atsin kayu dan
non kayu.

b. Manfaat dan Tujuan Hutan Kemasyarakatan
Sesuai dengan Pasal 3 penyelenggaraan hutan keaietga
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setem@amd
pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestamgsi hutan dan

lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahhnya.

3. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama M asyar akat (PHBM)

Sistem pengelolaan hutan dengan model pengelolaabesdaya
hutan bersama masyarakat merupakan salah satukbdstukehutanan
masyarakat yang dilakukan oleh Perhutani sebagdah sasatu
penanggungjawab pengelola hutan di Pulau Jawak$2glaan sistem ini
didasarkan pada SK Dewan Pengawas Perum Perhutamnom
136/KPTS/DIT/2001 tentang Pengelolaan SumberdaytarHBersama
Masyarakat (PHBM). PHBM ini untuk menjawab upayanimgkatkan
kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungatup h serta
kelestarian perusakan hutan di Jawa. Dengan pgl@@&mum Perhutani
melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam pengelotautan di Jawa-
mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan hipgggawasan sesuai

dengan porsi dan kewenangan masing-masing pihaigeRgaan hutan di

48



Jawa harus dapat bermanfaat secara langsung dadugan masyarakat
terutama yang berada di desa-desa hutan (Perh2@i1i; 3).
Adapun visi dan misi Perhutani adalah :
a. Visi Perhutani
Pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosisteoiadi gawa secara
adil, demokratis, efisien dan profesional guna e keterkaitan
fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyaraka
b. Misi Perhutani
Berupaya melaksanakan amanah pengelolaan sumbeldaga di
pulau Jawa untuk dapat memenuhi maksud dan tujieardigpan
perusahaan.

PHBM dilaksanakan dalam hutan yang berstatus sebiagan
negaa. Hutan negara yaitu hutan yang berada pamddn tgang tidak
dibebani hak atas tanah. Sedangkan yang dapatpktet sebagai wilayah
PHBM adalah wilayah yang berfungsi sebagai kawasaan lindung dan
hutan produksi. Pada hutan lindung yang dapat dmagkan kegiatan
PHBM adalah :

1. Pemanfaatan kawasan (usaha budidaya tanaman abatndn hias,
jamur, perlebahan)

2. Pemanfaatan jasa lingkungan (usaha wisata alatm,ratm dan lain-
lain)

3. Pemungutan hasil hutan non kayu (mengambil rotaiunbuah)

Pada hutan produksi yang dapat dimanfaatkan dakdiMPadalah :
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1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan hasil hutan
a. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam
b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam
c. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kaga patan
tanaman
4. Pemungutan hasil hutan
a. Pemungutan hasil hutan kayu
b. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
1. Pengertian
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakéhadaatu
sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakbkasama oleh Perum
Perhutani pengelolaan sumberdaya hutan yang digekkbkrsama oleh Perum
Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Pertddanmasyarakat desa
hutan dengan pihak yang berkepentingstakeholder dengan jiwa berbagi
sehingga kepentingan bersama untuk mencapai kepgda fungsi dan
manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secéraamlan proporsional.
Masyarakat desa hutan adalah orang-orang yangni@atetinggal di desa
hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi alerspmberdaa hutan
untuk mendukung kehidupannya. Arti dari kebersamahsini adalah

masyarakat desa hutan dan pihak Perhutani bersamea-dalam membuat
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perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegikal. PMasyarakat

diikutsertakan dalam keempat proses tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakatkslirkan

untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hdgagan memadukan

aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secareomiomal guna mencapai

visi dan misi perusahaan.

Sedangkan tujuan PHBM adalah sebagai berikut:

a.

Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyadalat hutan dan
pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutagsiudan manfaat
sumberdaya hutan

Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa llata pihak
yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumbaridagn.
Melestarikan kegiatan pengelolaan sumberdaya hsémomai dengan
kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi daandka sosial
masyarakat desa hutan.

Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengaaktkastik

wilayah

. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat ligaa serta

pihak yang berkepentingan secara simultan.

3. Ruang Lingkup dan Status Kawasan Hutan

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakédaydiwv

kerja perusahaan dengan mempertimbangkan skalatgsiderdasarkan
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hasil perencanaan partisipatif. PHBM dilakukan dengidak mengubah
status tanah perusahaan. Objek kegiatan PHBM dhlp&tkan di dalam
kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Kegiatan di dalam kawasan hutan antara lain :
a. Kegiatan pengusahaan hutan yang meliputi bidangnganaan,
penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemasasimutan.
b. Usaha produktif yang berbasis lahan
c. Usaha produktif yang berbasis bukan lahan (wisat@bang galian,
sumber mata air dan lain-lain)
Kegiatan di luar kawasan hutan meliputi :
a. Pembinaan masyarakat desa hutan
1) Pemberdayaan kelompok tani hutan
2) Pemberdayaan kelembagaan desa
3) Pengembangan ekonomi kerakyatan
b. Perbaikan biofisik desa hutan
1) Pengembangan hutan rakyat
2) Bantuan sarana dan prasarana desa hutan
Ketentuan kemitraan dengan sistem PHBM pada dasadsglah
kemitraan sejajar yang masing-masing pihak mempuypsm@an tanggung
jawab dan hak secara proporsional. Adapun pihaikpylang bekerjasama
antara lain :

a. Perhutani
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b. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu lembageyarakat
desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelslaaberdaya
hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal udsur
lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ddaaltersebut yang
mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

c. Pihak-pihak lain yang berkepentingan antara lainPemerintah,
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masara

Lembaga Pendidikan dan lain-lain.

4. Pelaksanaan PHBM
Pelaksanaan PHBM meliputi :
a. Pengenalan Program
b. Persiapan prakondisi sosial
c. Pelaksanaan program baik teknis maupun non teknis
d. Pengembangan ekonomi kerakyatan
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
5. Ketentuan Berbagi
Berbagi yaitu pembagian peran, hak dan tanggungiaantara
Perhutani dan masyarakat desa hutan dan pihak Bargpentingan
dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atu ruangingaaanfaatan waktu
dan pengelolaan kegiatan.
Pembagian peran, tanggungjawab dan hasil kegiatéetampkan

berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan katekétentuan
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yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Adagtentuan berbagi
sebagai berikut :

a. Sistem berbagi dalam PHBM berdasarkan kontribusgydiberikan
oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalangelolaan
sumberdaya hutan.

b. Besarnya nilai berbagi yang akan diterima oleh ntasiasing pihak
yang berkepentingan dihitung secara proporsional numg
kontribusinya

c. Ketentuan berbagi dituangkan dalam suatu perjaRjidBM

Ketentuan berbagi ini berhubungan dengan hasil akagi dari
PHBM. Hasil kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutagrsé&na
Masyarakat dikelompokkan menjadi 3 yaitu hasik hikayu, hasil hutan
bukan kayu dan hasil produkiif.

a. Berbagi hasil hutan kayu

Obyek hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adkégin perkakas
(jati dan non jati) dan kayu bakar (jati dan nati) jdari kawasan hutan
produksi yang dikelola secara PHBM. Hasil penjasngertama
berupa kayu bakar seluruhnya menjadi hak lembageyanakat desa
hutan. Penjarangan lanjutan yang pertama kali ukiak setelah
perjanjian kerjasama ditentukan dengan rumus :

Pa = M/D x 25% x Produksi
Pa = hak LMDH asal tebangan akhir

M = masa pengelolaan bersama

54



D = umur tanaman/tegakan pada saat akan ditebang
b. Berbagi hasil bukan kayu
Obyek berbagi hasil hutan bukan kayu adalah gepaiys, kopi,
cengkeh, dan getah damar yang dikelola secara PHBM.
c. Berbagi hasil kegiatan usaha produktif
Obyek berbagi pembagian hasil usaha produktif dapatpa barang
dan atau uang berdasarkan hasil kesepakatan berpidgk yang
melakukan kerjasama.
6. Kelembagaan
Guna mendorong proses optimalisasi dan berkemlgarigHBM
dengan menselaraskan kepentingan perusahaan, aladyales ahutan
dan pihak yang berkepentingan dibentuk Tim KerjéBRKH dan Forum
Komunikasi PHBM. Tim kerja PHBM dibentuk di tingkanit dan tingkat
kesatuan pemangkuan hutan, Forum Komunikasi diukedt tingkat
Kabupaten, kecamatan, dan desa.
7. Hak dan Kewajiban
a. Hak dan Kewajiban Lembaga Masyarakat Desa Hutan
1) Hak LMDH
a) Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingaryusan
rencana, melaksanakan, memantau dan menilai PHBM
b) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengai dan
proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan

2) Kewajiban LMDH
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a) Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingamauelgi
dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keber&mjiungsi
dan manfaatnya.

b) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan
kemampuannya.

b. Hak dan Kewajiban Perhutani
1) Hak Perhutani

a) Memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai rdin
proporsi, faktor produksi yang dikontribusikan

b) Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pdrak
berkepentingan dalam perlindungan sumberdaya hutdnk
keberlanjutan fungsi dan manfaatnya

2) Kewajiban Perhutani

a) Bersama LMDH dan pihak yang berkepentingan menyusun
rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pakdksa
PHBM.

b) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengarcana

c) Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusaiaag
kondusif

d) Bekerjasama dengan masyarakat desa hutan pihak yang
berkepentingan dalam rangka mendorong proses djgasia
dan berkembangnya kegiatan

c. Hak dan kewajiban Pihak yang berkepentingan
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1) Hak Pihak yang berkepentingan
a) Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingaryusan
rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pakdksa
PHBM.
b) Memperoleh manfaat dari hasil hutan kegiatan sedaagan
nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikifnusikan.
2) Kewajiban Pihak yang berkepentingan
a) Bersama Perhutani dan Pihak yang berkepentingaimdneabi
dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keber&mjiungsi
dan manfaatnya.
b) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan
kemampuannya.
d. Hak dan Kewajiban Pemerintah Propinsi, Kabupatea/ko
1) Hak Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota
a) Memperoleh PBB, PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutajakp
restribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yarglkaer
2) Kewajiban Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota
a) Membimbing dan memberdayakan masyarakat desa hutan
b) Ikut menanamkan sumberdaya hutan
c) Memfasilitasi PHBM
d) Bersama-sama Perhutani, masyarakat desa hutanhddnypng
berkepentingan  mendorong proses  optimalisasi dan

berkembangnya kegiatan.
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8. Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan
Pemantauan dilakukan Perhutani, LMDH dan pihak yang

berkepentingan. Penilaian dilakukan minimal 6 busekali oleh Tim Kerja
dan Forum Komunikasi masing-masing tiap angkatadapin sasaran
penilaian adalah :

a. Perkembangan penerapan PHBM

b. Mutu sumberdaya hutan

c. Pendapatan masyarakat desa hutan

d. Kinerja perhutani

e. Kontribusi terhadap kewenangan daerah

f. Peran dan tanggung jawab Perhutani, LMDH, Pihak gyan

berkepentingan dalam PHBM.

. Konsep Hukum Islam

Hukum Islam sendiri merupakan istilah khas Indomesing dalam
penggunaan kesehariannya mengandung ambiguitasamgkitu sebagai
padanan syariah di satu sisi, dan sebagai padagtaxdifsisi lain. Karena itu
diperlukan penjelasan secara proporsional, agaak tidtnenimbulkan
kesalahpahaman. Menurut terminologi barat, dikelal istilah; Islamic law
yang penggunaannya lebih berat mengacu kepadgari'ah al-islamiyah
Kedua, Islamic jurisprudence sebagai terjemahan daai-figh al-Islamiy.
Dalam khazanah Islam, kedua istilah tersebut dikmaalam pengrtian yang

berbeda, meskipun antara keduanya terdapat hubiergardan tidak dapat
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dipisah-pisahkan. Hal ini karera-syari'ah al-Islamiyah dalam perjalanan
sejarahnya, sebatas yang berkaitan dengan soalrstd@im yang dapat
diaktualisasikan setelah mengalami persentuhanasersjyu manusia, yang
diformulasikan ke dalam terai-figh al-Islami (Rofig, 2001: 13).

Menurut Abdul Manan (2007: 60) untuk memahami petieye
hukum, perlu diketahuii lebih dahulu kata “hukung@ndkemudian kata hukum
itu disandarkan kepada Islam. Pengertian hukum méilooker, seperi yang
dikutip Muhammad Muslehuddin (1980:17) adalah getituran atau norma
dimana perbuatan-perbuatan itu terpola. Blackstoeadefinisikan hukum
sebagai suatu aturan bertindak dan diterapkan asdadak pandang bulu
kepada segala macam perbuatan baik yang bernyawpaumaidak, rasional
maupun irasional.

Sementara Islam secara harfiah berarti menyeratikaselamat, atau
kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikutmisé&an memperoleh
keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. MeNMaiamud Syaltut, Islam
adalah agama Allah yang dasar-dasar dan syari'atiyainkan kepada Nabi
Muhammad SAW dan dibebankan kepadanya untuk mergienp dan
mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusidt(y4966: 12).

Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan agerijukum
Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum-hukum td&m aturan yang
diterapkan Allah untuk hamba-hamba-Nya untuk diikden dilaksanakan
dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan mases@manya yang

bersumber dari al-Qur'an dan Rasul-Nya, ijma’ saliadan ijtihad dengan
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peraturangiyas garinah tanda-tanda, dan dalil-dalil (Hasbi Ash-Shiddieqy
1975: 31-32). Hukum Islamiglamic Law) merupakan perintah-perintah suci
dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupetiap Muslim (
Schacht, 1964: 1), dan meliputi materi-materi-makeikum secara murni
serta materi-materi spiritual keagamaan (S.D. @uité960: 23) Melalui
penelitian sejarah yang empiris, Joseph Schachtyebenm Islamic Law
sebagai ringkasan dari pemikiran Islamanifestasiway of life Islam yang
sangat khas, dan bahkan sebagai inti dari Islanseéndiri. Secara arti luas
Hukum Islam bisa dimasukkan dalam kategori FigijhRadalah ilmu hukum
syari'ah amaliah yang diambil dari dalil-dalil yargrperinci (As-suyuthi,
2005: 49). Sedangkan Hukum Islam dalam arti serypitadalahKhithab
(Himbauan) Allah yang berhubungan dengan perilakukattaf baik itu
berupa perintah atau pilihan (As-suyuthi, 2005: 55)

Khithab secara bahasa berarti perkataan yang bermanfzad&erang
lain jika dia mendengarkan, karena bentukshdardari khathaba yukhathibu
khitaban wa mukhathabatajika perkataan itu tertuju kepada orang lain
dengan bentuk orang tersebut mendengarnya. Yangirmkan disini adalah
isim maf'ul ataual-mukhathabbihi, maka berarti perkataan yang bermanfaat
yang tertuju kepada orang lain untuk memahamkamMustawar, 2004: 15).

Hukum Islam bertujuan pada maslahat terhadap kphiumanusia,
dan maslahat itu harus sesuai dengaagasid asy-syari’ah dari segi
substansi, magashid syari'ahadalah kemaslahatana&lehatan dalam taklif

Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: Pertamandadantuk hakiki, yakni
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manfaat langsung dalam arti kausalitas.Kedua ddlemtuk majazi yakni
yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslaKaimaslahatan
itu, oleh al-Syatibi dilihat pada 2 (dua) sudut gkamg, yaitu (Bakri, 1996: 70):

1. Magashid al-Syar'{Tujuan Tuhan)

2. Magashid al-Mukallaf Tujuan Mukallaf)

Magqashid al-Syaridalam artimagashid al-Syar’mengandung empat
aspek. Keempat aspek tersebut, adalah (Bakri, TA96:

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahataanusia di dunia
dan di akhirat. Aspek ini berkaitan dengan muatan klakikat magashid al-
Syari’ah.

2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipalspek ini berkaitan
dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipalsehingga dicapai
kemaslahatan yang dikandungnya.

3. Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang batilakukan. Aspek
ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketergyari'at dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan dan juga berkaitan dengarakpuan manusia
untuk melaksanakannya.

4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia keahamaungan
hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan mansskzagai mukallaf
dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau tujegari'at berupaya
membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnyatiipak sebagai

penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspelanpa sebagai inti
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tersebut dapat terwujud melalui pelaksanaan takiti pembebanan hukum
terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Ta#thk tdapat dilakukan
kecuali memiliki pemahaman baik dimensi Ilafal maupumaknawi
sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksakdifirini dapat
membawa manusia berada dibawah lindungan hukumhAllepas dari
kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Datenkditan demikianlah
tujuan diciptakannya syari'at yakni kemaslahatamusé di dunia dan di
akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan(Bdl@96: 71):

Dari beberapa aspek di atas, aspek pertama sedsguzl inti, karena
aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlagyamat oleh Tuhan
yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat. Hakikat atpian awal pemberlakuan
syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manuSebagaimana
dikatakan oleh al-Ghazali bahwa kemaslahatan ipaddiwujudkan apabila
lima unsur tujuan syara’ dapat diwujudkan dan dlieh yaitu agama, jiwa,
akal, keturunan, dan hartaziz,1996: 1108). Dalam usaha untuk mewujudkan
dan memelihara lima unsur pokok tersebut, makayatid membagi kepada
tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaiakB 1996: 72):

1. Magashid al-Daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima
unsur pokok dalam kehidupan manusfd-Daruriya (tujuan-tujuan primer)
ini sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaaakgn berakibat akan
menghancurkan kehidupan secara total yang menwetgi wang paling
populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, hdeta keturunan.Misalnya,

untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat wsén untuk makan
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tetapi secara tidak Dberlebihan. Untuk menyelamatikaarta, Islam
mensyari'atkan misalnya hukum-hukum muamalah sgksali melarang
langkah-langkah yang merusaknya seperti pencurian g@erampokan
(Wahyudi, 2006: 45).

2. Maqashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan
kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadag limsur pokok menjadi
lebih baik lagi Al-Hajiyat (tujuan-tujuan sekunder) sebagai sesuatu yang
dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah menc&paentingan-
kepentingan yang termasuk kedalam katagdharuriyat sebaliknya
menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usgeawujudandharuriyat
Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapiatujprimer, maka
kehadiran sekunder ini dibutuhkan tapi bukan niacartinya, jika hal-hal
hajiyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan haretapi akan
terjadi berbagai kekurang sempurnaan, bahkan kasulMisalnya, untuk
menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalakan dibutuhkan
peralatan makan seperti kompor. Memang tanpa kom@amusia tidak akan
mati karena ia masih bisa menyantap makanan yalag tii masak, tetapi
kehadiran kompor dapat melengkapi jenis menu yaamgatd dihidangkan.
Terjadi berbagai kemudahan dengan hadirnya kompatuk melindungi
harta sebagai tujuan primer maka dibutuhkan pemalaeperti senjata api,
memang orang dapat saja melindungi hartanya deggéok, pisau atau

sumpit, tetapi senjata api lebih membantu (Wahy2@06: 46).
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3. Magashid al-Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat
melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan penmabima lima unsur
pokok. Al-Tahsiniyat (tujuan-tujuan tertier) sebagai sesuatu Yyang
kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, itetikgn bersifat akan
memperindah poses perwujudan kepentingan dharurijamh hajiyat.
Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan mengh&acur maupun
mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa lediad dan etika. Di sini
pilihan pribadi sangat dihormati jadi bersifat télalan lokal- sejauh tidak
bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya, kompgog dibutuhkan
dalam dalam rangka mewujudkan tujuan primer yakanyelamatkan jiwa
melalui makan itu bersumbu delapan belas, kompsy k@mpor listrik atau
kompor sinar surya diserahkan kepada rasa estdtikakemampuan lokal.
Senjata api yang dibutuhkan dalam rangka meredligian primer yakni
melindungi harta melalui senjata api, itu berlgragjang atau pendek, buatan
Indonesia atau Amerika, berwarna hitam atau putlan seterusnya,
diserahkan kepada pilihan dan kemampuan lokal (\W&ihR006: 47).

Dari ketiga tingkat tujuan syari’ah tersebut, makenunjukkan bahwa
betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokokdaiam kehidupan
manusia. Selain itu, juga mengacu kepada pengerabadgn dinamika
pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalagkeamewujudkan
kemaslahatan (Bakri, 1996: 73). Dengan demikianpung hemat penulis
perkembangan ekonomi dan bisnis yang berbasis’a@yadewasa ini tentu

akan memunculkan masalah-masalah baru di tengghtiemasyarakat.
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Sehingga perlu adanya kajian mendalam dan penyetesialam aspek
hukumnya yang relevan dengan mengedepankan macgsinigih (maslahat)
itu sendiri.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islaseliat, maka
menurut Asafri Jaya Bakri berdasarkan pemahamaaubierhadap pemikiran
al-Syatibi dalam al-Muwafagat, bertolak dari batadsahwa al-Magashid
adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwgaanembagi magashid
atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandung@dua kandungan
tersebut adalah (Bakri, 1996: 73)

1. al-masalih al-Dunyawiyyaltujuan kemaslahatan dunia)

2. al-masalih al-Ukhrawiyyalftujuan kemaslahatan akhirat)

Kedua aspek ini menurut al-Syatibi tidak dapatisdgihkan dalam
hukum Islam.

Menurut Aswadie Syukur, sumber hukum Islam itu dda macam:

1. Sumber formil (asli) adalah yang berasal dari wafsyari’at) yang
berasal dari nash al-Qur'an maupun sunnah
2. Sumber assesoir (tambahan) ialah yang berasaijtdead para fugaha

sepertiijma’, giyas dan lain sebagainya.

Selain tersebut diatas ada lagi kategorisasi yaing dlalil syara’ dapat
dikelompokkan pada dua kelompok. Pertama, dalil-dajara’ yang
disepakati yaitu: al-Qur'an, sunnah, ijma’ dan giyKedua dalil-dalil syara’
yang tidak disepakati yaituistihnsan maslahah mursalah istishhaly urf,

mazhalshahabidansyara’ dari agama sebelum Islam.
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1. Al-Quran
Al-Qur'an adalah merupakan wahyu Allah yang disaikgraoleh
Jibril kepada Nabi Muhammad saw, dalam bahasa Adab, dengan
makna yang benar, agar menjddijjah bagi Rasulullah saw dalam
pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai gndalang yang
dijadikan pedoman oleh umat manusia dan mendapaigpaembacanya
(Khalaf).
2. Sunnah
Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang terpuji manurut
ulama ushul figh adalah segala yang diberitakan Nabi saw, baik
berupa perkataan, perbuatan atau pengakagrr( (Khalaf). Sedangakan
sunnah menurut istilah ulama figh adalah sifat inukagi perbuatan yang
dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan y#ektpasti dengan
pengertian diberi pahala orang yang melakukannya titlak berdosa
orang yang meninggalkannya.
3. Dalil ljtihadi
Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtitdaini dapat
ditentukan di dalam kitab-kitab figh atau ushulyhfiyang ditulis oleh para
ahli hukum Islam. Dari dalil-dalil ijtihadi ini da dikeluarkan dan
dihasilkan hukum Islam yang mampu merespon dan regkam solusi
hukum terhadap dinamika kehidupan umat dengan apgeroblematika
dan persoalan yang muncul. Baik persoalan-persosag ada setelah

wafatnya Nabi Muhammad saw hingga masa para ulanjiamd ataupun
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persoalan-persoalan kekinian yang belum pernahsatielumnya yang
jawabannya tidak terdapat nash dan juga kitab-Kign Namun tentu
saja harus diingat, karena hukum-hukum yang dikeasidari dalil-dalil
ijtihadi adalah merupakan hasil ijtihad para ulammaka kekuatan atau
kehujjahannya tidak sama dengan hukum yang landiambil dari nash
al-Quran atau sunnah yang bersifgath’i, tetapi zanni (Barkatullah,

2006: 15).

Dalam hukum Islam dikenal dengan adaralaahkam al-khamsah,
Istilah Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupajeamak dari kata
hukum Khamsah artinya lima. Adapun afél-hukmu’ adalah menetapkan
suatu hal atau perkara terhadap suatu hal ataarnpeMt-Ahkam al-khamsah
artinya ketentuan atau lima ketentuan. Pada dasarmykamul khamsahbrat
kaitannya dengan perbuatan manusia. Oleh karengabungan kedua kata
dimaksud Al-ahkam Al-khamsghatau biasa juga disebut hukum taklifi.
Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut patkallaf atau
orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukaoupgan hukum baik
dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bent@nd¢mn. Hukuntaklifi
di maksud, mencakup lima macam kaidah atau limagkei penilaian
mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam huklam yaitujaiz,
sunnah, makruh, wajib, dan haraiain halnya hukum wadh’l yaitu hukum
yang mengandung sebab, syarat, halangan yang ekaditatau terwujud
sesuatu ketentuan hukuml-ahkam al-khamsalekan dijelaskan sebagai

berikut:
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1. Jaiz atau mubah
Jaiz atau mubah adalah sesuatu perbuatan yangeldiaol untuk
memilih oleh Allah SWT atau Rasul-Nya kepada mamuasikallaf (aqil-
baligh) untuk mengerjakan atau meninggalkan (sasyaing boleh
dikerjakan dan boleh ditinggalkan kalau ditinggalkelak dapat pahala
dan tidak berdosa ). Hal ini dalam pembahasan tagasm Islam (ushul
figh) disebut hukum takhyiri. Ketentuan mubah bmga dinyatakan
dalam tiga bentuk, yaitu meniadakan dosa bagi $esparbuatan,
pengungkapan halal bagi suatu perbuatan dan tidakparnyataan bagi
sesuatu perbuatan.
Contohnya:melakukan gerak badan di pagi hari, seolaki-laki boleh
menikahi dua orang,tiga dan empat orang perempabagai istrinya
selama ia mampu berbuat adil.
2. Sunnah (mandub)
Sunnah (mandub) adalah sesuatu perbuatan yangutiamjoleh Allah
SWT atau Rasul-Nya kepada manusia mukallaf (adigfma Namun
bentuk anjuran itu diimbangi dengan pahala kepadagomukallaf yang
mengerjakannya dan tidak mendapat dosa bagi yangggalkannya.
Sunnah (mandub) ini terbagi menjadi tiga yaitureinmuakkad, sunnah
zaidah, dan sunnah fadhilah. Ketiga bentuk sunnamaldud akan
diuraikan sebagai berikut
* Sunnah muakkad yaitu suatu ketentuan hukum islamy yidak
mengikat tetapi penting. Karena Rasulullah sa@nastiasa
melakukannya, dan hampir tidak pernah meninggal@ratau
dengan ketentuan kalau perintah sunnah itu dikanjaka dapat
pahala sebaliknya kalau tidak dikerjakan tidaldbsa.
Contohnya: azan sebelum salat, member sedekah,jsalaah
untuk salat fardhu, dan dua salat hari raya yadthuli fitri dan
idhul Adha.
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* Sunnah zaidah yaitu ketentuan hukum islam yand tid@ngikat
dan tidak sepenting sunnah muakkad. Sebab, Nabaivotad
biasa melakukannya dan sering juga meninggalkannya.
Contohnya: puasa senin dan kamis, bersedekah kefpkda
miskin.

e Sunnah fadhilah yaitu ketentuan hukum yang mengikadisi
Nabi Muhammad dari segi kebiasaan-kebiasaan buglayan
Contohnya: tata cara makan, minum, dan tidur daagagnya.

3. Makruh
Makruh (tercela) adalah sesuatu perbuatan yanmdteoleh Allah SWT
atau Rasul-Nya kepada manusia mukallaf (aqil-baligfjamun bentuk
larangan itu tidak sampai kepada yang haram.
Contohnya: masuk rumah orang dengan tidak mengacagam, ketika
melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan memed berbuka
puasa.

4. Haram
Haram adalah larangan keras dengan pengertian kiétatjakan akan
berdosa atau dikenakan hukuman dan jika ditinggaliean mendapat
pahala
Contohnya: berzina, minum yang memabukkan, mencaghipu dan
sebagainya.

5. Wajib
Wajib menurut hukum islam adalah sesuatu yang iiadrkan oleh
Allah  SWT kepada manusia mukallaf (agil-baligh) uknt
mengerjakannya, mesti dikerjakannya ia mendapatlaalsebaliknya
bila ditinggalkan ia berdosa atau dikenakan hukuman
Contohnya: melaksanakan salat 5 waktu yang telpéridiahkan oleh

Allah, puasa di bulan ramadhan dll.

Selain perkara yang sudah dipastikan dan ditentukaatas, dalam

hukum Islam juga terdapat perkara yang belum dikethagaimana hukum
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kehalalan, atau dengan kata lain belum jelas statkemnya. Perkara yang
tidak jelas status hukumnya, dalam Hukum Islam rhkedengan Istilah
Syubhat Syubhatadalah perkara yang tidak diketahui hakikat kdaalatau

keharamannya, maka kita tidak diperbolehkan mendapaikara syubhat
kecuali dalam keadaan dlarurat, dan jika terpakeagambil harus sesuai
dengan kebutunnya (Al-Fadani, 1997: 405). Sebaga@msgang telah

disampaikan oleh sahabat Umar R.A terhadap seorang telah mencuri
gandum di baitul mal karena kelaparan, dan si p&nttu mencuri sesuai

kebutuhannya karena keluarganya kelaparan, yaitu:

REL 42\3}*3\bwqhyﬂséujj\e\&g—wﬁ!\g&)—}A&Oﬁc\f.
& Y (gl 2 g 3guodt B B BuslB sdag (gl 3gdodl 535 O
Ry éf...,{ R N\ %0-;9 cbj}b-&d\j @j\:ud\ j.’fj sl Cus 53\»)\
c’a.ﬂ\ —4s s&\ ggb) — s Ll \;\e.b (et gRY éﬂ o9 cé)j:{d\j do !
Al ple B G)ludl o
Artinya: “Datang Umar RA- pada masa paceklik buksasalah meniadakan
had pencurian, tetapi itu adalah masalah mencegdhsébab syubhat, Ini
adalah aturan dalam pembentukan had yang tert@ledn& syubhat, karena
ditahun paceklik menyapu kelaparan, banyak oramg yaembutuhkan dan
kesusahan, sulit untuk membedakan antara mencurtk ukebutuhan,

keharusan, dan mencuri memperkaya diri yang halUmiar memutuskan
memotong tangan pencuri pada tahun kelaparan.

Pada dasarnya pencurian merupakan tindak kejalaiganpidana,
yaitu termasuk dalam tindrak kejahatan yang sifatnyerugikan. Dalam
Hukum Islam hal tersebut diatur dalam bagian fighaykh. Jinayah

merupakan bentuk masdar dari kata jana. Secaraoletimjana berarti
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berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diagpéebuatan dosa (Ma’luf,
1954: 88). Orang berbuat jahat atau pelaku kejahdisebut jani dan korban
atau yang dikenai perbuatan disebut mujna ‘alagmgBrtian dari istilah
jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseoraiagarfa, pengertia
tersebut terbatas pada perlakuan yang dilaran@l@igan fugaha’ perkataan
jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlara@gurut syara’. Meskipun
demikian pada umumnya fugaha’ menggunakan istéatebut hanya untuk
perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan $eyeerti pemukulan,
pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapgmhéuyang membatasi
istilah jiayah kepada perbuatan-perbuatan yangndam dengan hukuman
hudud dan gisas,tidak termasuk perbuatan-perbugasgy di ancam dengan
hukuman ta’zir. Istilah lain yang sepadan dengdials jinayah adalah
jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ yang dienédlah dengan hukuman
had atau ta’zir (A.Djazuli, 1997: 1). Pengertianayah dalam bahasa
indonesia sering disebut dengan peristiwa pidaebk dtau tindak pidana.
Para fugaha sering pula menggunakan istilah jinayah jarimah. Istilah
jarima mempunyai kandungan arti yang sama dengiéahifinayah, baik dari
segi bahasa maupun segi istilah. Dari segi bahasaah .merupakan kata
jadian (masdar) dengan asal kata jarama yang arbiagbuat salah, sehingga
jarima mempunyai arti perbuata salah. Dari segilaist Al-Mawardi
mendefinisikan Jarimah adalah larangan-larangara'syiang di ancam oleh

Allah dengan hukuman had dan ta’zir (Al-Mawardi7/39219).
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Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuaasuagla di
tetapkan oleh nash. Had hanya di berikan biladepalanggaran ataas hak-
hak masyarakat, (Abdur Rahman | Doi, 1999: 7).

Had secara bahasa yaitu al-man’u pencegahan aimugéa (Al-
Ghozi, tt: 56). Had merupakan suatu peraturan yawegnbatasi undang-
undang Allah berkenaan dengan hal-hal halal daanmaHad merupakan
hukuman yang telah di ukur kadarnya yang wajibkdikan karena adanya
hak dari Allah (Al-Jaziri, 2004: 989).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mendesaajiban
manusia, termasuk juga dalam lingkungan sebagdu ssiatem, tanggung
jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidupangan merusak
lingkungan, sumber daya vital dan problematikanyeringatan mengenai
kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena uéaigan manusia dan
pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah sedss pengelolaan
lingkungan (Zindani, 1997: 194). Pengembangan Subbaga Manusia yang
handal, pembangunan lingkungan berkelanjutan, darbkli kepada petunjuk
Allah SWT dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkundédup. Adapun
syarat SDM handal antara lain SDM sadar akan lingka dan berpandangan
holistis, sadar hukum, dan mempunyai komitmen tapaingkungan. Kita
digjarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar Bengan sesama manusia
dan dengan Allah SWT. Allah berfirman : “Dan tieatalKami mengutus
kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmatan lilalahii(QS. 21 : 107).

Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan yangstisolterhadap
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kehidupan kita, yaitu bahwa manusia adalah bagéan lthgkungan tempat
hidupnya. Dalam pandangan ini sistem sosial marhesisama dengan sistem
biogeofisik membentuk satu kesatuan yang disebutosisiem
sosiobiogeofisik, sehingga manusia merupakan badganekosistem tempat
hidupnya dan bukannya hidup diluarnya. Oleh kargaakeselamatan dan
kesejahteraan manusia tergantung dari keutuhansekostempat hidupnya.
Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, mankammenderita. Karena itu
walaupun biogeofisik merupakan sumberdaya bagi Bianunamun
pemanfaatannya untuk kebutuhan hidupnya dilakulergah hati-hati agar
tidak terjadi kerusakan pada ekosistem. Dengantlbeganusia akan sadar
terhadap hukum yang mengatur lingkungan hidup @diah SWT dan

komitmen terhadap masalah-masalah lingkungan hidup.

Pandangan holistik juga berarti bahwa semua petatasa
kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup harusjagie tanggung
jawab oleh semua pihak (pemerintah, LSM, masyarakatupun
orang perorang) dan semua wilayah (baik lokal, omgi nasional,
maupun internasional). Atau dalam konsep Partai dHaa
lingkungan hidup harus dikelola secara integralpbgl dan universal
menuju prosperity dan sustainability. Pemeliharadan perlindungan
dari pengrusakan masuk dalam bagian Hukum Islamngyadisebut
hifd al-bi'ah , hal tersebut merupakan masuk dalam kategori
komponen utama (primer) dalam kehidupan manusadléruriyat,

al-kulliyat). (Yafie, 2006:15). Dan sudah saatnya komponenardas
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manusia yang mulanya ada limaifd al-nafs hifdh al-aql, hifdh al-
maal hifdh al-nash hifdh al-diin) perlu ditambah lagi dengan hifdh
al-bi'ah, menjadi yang keenam.

Penebagan liar (pengerusakan hutan) dalam Hukumamisl
dilarang, karena pembalakan liar merupakan kegiat@ng dapat
menimbulkan  kerusakan lingkungan yang dampaknya gagan
merugikan  kehidupan generasi sekarang dan  genergsing
mendatang, antara lain adalah menyebabkan kerugiaegara,
menurunkan  kuallitas ekosistem, degradasi hutan, nimimilkan
kebakaran, banjir, longsor, dan kekeringan. Manudilarang merusak
dan mengganggu keseimbangan  ekosistem  lingkungardup.hi
Larangan membuat kerusakan di bumi sesuai dengamaii Allah

surat al-A’raf ayat 56:

st ey by Lnaby Lags 455315 g2 9o) 4k o301 (o Ty 95
:“/./; ’s‘&;

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka lsesiydah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nyagdenrasa takut
(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulké&8gsungguhnya
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yaroubébaik.
Maksud ayat tersebut adalah larangan berbuat Kersadi
muka bumi, setelah ditata (diperbaiki dengan ukutententu untuk

menjaga keseimbangannya). (Yafie, 2006:39).
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Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayatsdbut di
atas dengan keterangan bahwa Allah telah melaramysgkan bumi,
dan segala tindakan perusakan setelah perbaikabhabSejika segala
sesuatu berjalan dalam keadaan Ilurus dan benar,udi@mterjadi
tindakan perusakan setelah perbaikan, tentu tidekn aada perbaikan

selamanya. (Ibn Katsir, tt: 427).

Cdenih 231 B 15 BT Y5 AAsLE ) 15t § Y3

Larangan berbuat kerusakan (yang dapat membahayaken
sendiri atau orang lain) juga dijelaskan dalam abnnnabi yang

bunyinya adalah sebagai berikut: (Al-Qaidah al-Agigdh,tt:1).

2 Y 5 e Y e g e B oo 1 e bl o el ) 0
(B iy axle ol 0ly)

Bila ditinjau dari aspek bahasa maupun tata bahhadjts yang
terlihat pendek dan sederhana ini ternyata mempunpanyak
kandungan makna yang sangat dalam. Kdtarar (tanpa alif) dan
dlirar (dengan alif) pada tataran linguistik mempunyai kna&a yang
sama namun untuk obyek yang berbeda. Alfdrar adalah perbuatan
yang dilakukab seorang diri dan berbahaya hanyaa pdui sendiri,

sementara dlirar adalah perbuatan yang Dbersifagrelasi (dilakukan
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dua orang atau lebih) dan bisa berbahaya, baik pduoia sendiri
maupun orang lain.

Selain pengertian diatas, ada pula yang memakdkrar
sebagai sebuah perbuatan yang bermanfaat hany& ymtbadi tapi
berbahaya terhadap orang lain. Sedangkan dlirar laladabentuk
pekerjaan yang membahayakan orang lain tanpa mémbemanfaat
pada si pelaku. Terlepas dari perbedaan definitif yang pastikedua
pendapat diatas sepakat bahwa perbuatan yang mayakain diri
sendiri  maupun orang lain sama-sama dilarang. (Abddagq,
2005:211).

Selain dalam al-Quran dan as-Sunnah landasan hutemang
larangan membuat kerusakan juga diatur dalam beber&aidah

fighiyyah sebagai berikut: (Imam Jalaluddin,tt: 161

c‘\-.a.oj\ o &5*-" e.\.ﬁn Al 93

Al-Suyuti dalam al-Asybah wa al-Nadzair berpendapat bahwa
terkadang maslahah harus dijaga ketika bercampungatie mafsadah.
Dalam hal ini, maslahah yang harus lebih diutamakdaripada
mafsadah tersebut adalah maslahah yang memiliki arkadebih

dominan dibandingkan mafsadahnya (Abdul Haq, 2B%:2

(al-Suyuthi, tt: 59)\z ¥ 2l
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Segala bentuk bahaya harus dicegah dan dihilangkaaik
berupa mafsadat yang merugikan orang banyak, (Fag@08: 52),
contohnya seperti adanya pembalakan pohon secarabiban dapat
merugikan negara dan masyarakat khususnya masyasgkitar hutan

yang merasakan dampak langsung yaiut tanah longsor.

idadly by ks Jl Js oY) B pas

Pemimpin dan  seluruh  perangkatnya dalam  mengambil
kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikanasléhah)
maupun yang lebih baik (terbaik) diantara hal-hang baik. Aparat
pemerintah  tidak diperkenankan  mengambil sebuah utkepn
berdasarkan satu pertimbangan saja, walaupun balbérmanfaat jika
diyakini masih ada manfaat yang lebih besar lagecuéli apabila
dalamn pegambilan kebijakan itu akan berdampak phdehal yang
merugikan dan fatal. Kewajiban ini dapat diaplikasi dengan
menggunakan prinsip dasar figh, yaitu mendahhulukarpaya
pencegahan hal-hal yang merusak daripada menarimadtaehatan
(Haq, 2006:76).

Dalam pemikiran keislaman kontemporefikf@ah al-islami al-
‘asyr) persoalan lingkungan dibahas dalam figh lingkungéigh al-

bi'ah). Isu hutan merupakan bagian dari figh lingkungamamun

77



secara khusus dapat disebut sebagai figh kehutaatan figh al-
ghabat

Secara fundamental, Islam dalam sumber utamanyani yak
Quran telah mengingatkan bahwa manusia diciptakaebagai
khalifah di muka bumi (al-Bagarah:30). Tugas Kkladif adalah
memelihara seluruh isi  bumi, terutama sumber daylamrya,
termasuk hutan. DalamFigh al-ghabat kepemilikan hutan berada
ditangan umat atau masyarakadl-hilkiyyah al-‘ammah berdasarkan
regulasi konstitusi yang disepakati.

Hadits Nabi Muhammad SAW vyang diriwayatkan Ibn Muaja
secara gamblang menyatakan bahwa kaum musliminerdexs dalam

tiga hal, yaitu: (al-Suyuti,tt:186)

)L:.H 9 sl 9 IS ‘.-é Ry i @ LPe OM\

Hadits ini menunjukkan bahwa tiga benda tersebutaladd
milik umum yang tidak bisa dan tidak boleh diprisasi oleh negara
terlebih pemerintah. Ditinjau dari metodologi hukutslam {lm ushul
al-figh), ketiga unsur tersebut (air, padang rumput dar apemiliki
kesamaan alasan dalam penetapan hukilah (al-hukn) yakni aset
yang menjadi hajat hidup orang banyakiir( maraafig al-jama’ah).
Sehingga bentuk kekayaan alam apapun yang menjaght bhidup

orang banyak haram hukumnya untuk dikelola dan mdémilkan
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secara sepihak tanpa memperhatikan kemaslahatanm,untermasuk
hutan.

Dalam tataran penelitian respon masyarakat samirhadap
peraturan pengelolaan hutan ini dapat digolongkagpala sejauh
mana ketaatan masyarakat terhadap pemerintalul (amri), taat
kepada pemerintah adalah sebuah kewajiban terhaddyruh warga
negara yang ada dalam negara tersebut. Sebagai firam@n Allah

pada surat an-nisa’ 59, adalah sebagai berikut:

(s B HEINET 0B K A 3l sl gkl Al Tyl T o0 g T
§ ja> G SN agdig iy Bsledd R3S 0) Jeny Al J) 89350

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilahahlldan taatilah Rasul
(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jka@&mu berlainan pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada AB&rQuran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepdidh dan hari kemudian.

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebilk lakibatnya.

Selain nash al-Quran diatas Rasulullah saw jugavajibkan umatnya

untuk taat kepada pemerintah. Sebagai mana daldits:ha

o, o .. & o g & 2. L2 2
I 18 O iy 12t Al (342 4 15|

Artinya adalah: “Aku wasiatkan kalian agar senaaitagwa kepada
Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin ataggmeskipun

pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah-T{#utidzi, tt: 603).
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Mentaatinya dalam perkara yang bukan kemaksiat@adeae Allah
dan Rasul-Nya adalah wajib. Tidak boleh diperaatgiy dilengserkan dengan
kekuatan (senjata) dan tidak boleh memberontak depa. Sebab Nabi
shallallahu’alaihi wa sallam melarang pemberontakenhadap pemerintah
(muslim) kecuali jika kita melihat kekafiran nyatiimana kita mempunyai
alasan (dalil) yang jelas dari Allah Subhanahu veéal®” ( ‘Utsaimin,TT:
2/147-148).

Para Salaf seperti Ibnu Abbas mengartikan Ulil Arayiat ini adalah
Ahlul Figh wad Din (Ahli figih dan agama). Sedangkatha’, Mujahid,
Hasan Al Bashri, Abul ‘Aliyah mengatakan, maksudmgalah ulama (Ibnu
Katsir, TT: 2/345).

Imam Nashiruddin Abul Khair Abdullah bin Umar binuammad,
biasa dikenal Imam Al Baidhawi, berkata dalam tafsa, ketika
mengomentari surat An Nisa’, ayat 58tt{i’'ullaha wa athi’'ur rasul wa ulil
amri minkun, bahwa yang dimaksud dengan ‘pemimpin’ di siralad para
pemimpin kaum muslimin sejak zaman Rasulullah @Halu ‘Alaihi wa
Sallam dan sesudahnya, seperti para khalifah, haganglima perang, di
mana manusia diperintah untuk mentaati mereka asetdiperintah untuk
berbuat adil, wajib mentaati mereka selama merekatas kebenaran (maa
daamuu ‘alal haqqi) (Al-Baidlawi, TT: 1/466).

Jadi, makna Ulil Amri begitu luas sebagaimana ditgkan para
mufassir, mereka bisa bermakna ulama, umara, khalifiakim, panglima

perang, dan tentunya pemimpin dalam da'wah (QiyaDatwah). Dalam
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konteks negara yang dimaksud ulil amri adalah sepkepala negara yang

memimpin negara dan pemerintahan.
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